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Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun
2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

ABSTRAK - Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor: 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus
Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Sub Jenis Bantuan Operasional
Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Sub Jenis Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non
Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional
Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor: 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan
Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 dan Surat Bupati Belitung Timur Nomor: KP.02/057/SETDA/2025
hal Penyesuaian TMT Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, perlu mengubah Peraturan Bupati
Nomor Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50
Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847), Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



6883), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 754), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431), Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648), Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3), Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137),
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 130), Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025



CATATAN

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138), Peraturan Bupati
Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseraj Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun
2021 Nomor 8), dan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 3).

Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur Mengenai Perubahan ketentuan Pasal 2 ayat
(2), diatur mengenai perubahan ketentuan pasal 3, diatur mengenai perubahan
ketentuan pasl 10 ayat (6), diatur mengenai ketentuan pasal 13, diatur mengenai
perubahan ketentuan pasal 14, diatur mengenai perubahan ketentuan pasal 15,
diatur mengenai perubahan ketentuan pasal 16, diatur mengenai perubahan
ketentuan pasal 20, diatur mengenai perubahan ketentuan pasal 21, diatur
mengenaui perubahan ketentuan pasal 23, diatur mengenai perubahan
ketentuan pasal 25, diatur mengenai perubahan pasal 30, diatur mengenai
perubahan pasal 31, diatur mengenai perubahan pasal 32, diatur mengenai
perubahan pasal 35, diatur mengenai perubahan Pasal 36.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 April 2025.
Penjelasan: 10 halaman.



